
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan hak antara peserta pendidikan dokter spesialis dengan tenaga kerja

berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pendidikan dokter spesialis merupakan salah satu program pendidikan

kedokteran di bidang profesi. Pendidikan dokter spesialis ditempuh oleh dokter

umum untuk memperoleh gelar spesialisasi yang dikehendakinya. Dalam

pendidikan dokter spesialis terdapat tiga tugas utama yaitu, pendidikan, pelayanan

dan penelitian. Tugas pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan terhadap pasien

oleh peserta pendidikan dokter spesialis dengan cara memeriksa dan menangani

kasus sesuai dengan isi kurikulum dan tingkat kompetensi pada semester masing-

masing. Dengan adanya tugas pelayanan tersebut, peserta pendidikan dokter

spesialis juga turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional di bidang

kesehatan.

Dalam hukum ketenagakerjaan, suatu perjanjian kerja terdapat beberapa unsur

di dalamnya, yaitu adanya pekerjaan, perintah, upah dan waktu yang telah

ditentukan. Dengan status sebagai tenaga kerja, segala hak-hak yang dimiliki oleh

tenaga kerja secara khusus dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seorang peserta pendidikan

dokter spesialis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah
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memenuhi unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian kerja. Dengan kata lain,

seorang peserta pendidikan dokter spesialis dapat dikatakan sebagai seorang

tenaga kerja disamping sebagai seorang mahasiswa.

2. Pemenuhan kepastian hukum dalam pasal 31 undang-undang nomor 20 tahun

2013 tentang pendidikan kedokteran

Di negara-negara lain, khususnya Amerika dan Kanada, memiliki peraturan

perundang-undangan yang menetapkan status peserta pendidikan dokter spesialis

sebagai mahasiswa sekaligus sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, peserta

pendidikan dokter spesialis di Amerika dan Kanada, sudah dianggap layaknya

tenaga kerja profesional dimana hak-hak yang melekat sebagai tenaga kerja

dilindungi oleh negara. Salah satunya adalah hak mendapatkan perlindungan atas

jam kerja yang rasional dan hak untuk mendapatkan upah yang layak serta

tunjangan-tunjangan lainnya.

Di Indonesia, status peserta pendidikan dokter spesialis berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, adalah sebagai

mahasiswa. Peserta pendidikan dokter spesialis di Indonesia tidak dikategorikan

sebagai tenaga kerja. Hal ini menyebabkan tidak adanya suatu perlindungan

hukum terhadap peserta pendidikan dokter spesialis atas hak-hak tenaga kerja

yang seharusnya didapatkan oleh mereka. Hal ini dapat terlihat pada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang hanya

mengatur hak-hak peserta pendidikan dokter spesialis sebagai mahasiswa yaitu

mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pendidikan, insentif dan waktu

istirahat.
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Jika dibandingkan dengan hak-hak yang diperoleh seorang tenaga kerja,

terdapat perbedaan yang signifikan. Tenaga kerja memiliki hak-hak yang jauh

lebih detail dan spesifik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jika dibandingkan dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang hanya

memberikan 3 macam hak. Dengan adanya perbedaan yang signifikan antara hak

yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja terhadap hak sebagai mahasiswa

menunjukkan bahwa peserta pendidikan dokter spesialis di Indonesia tidak

mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum yang

seharusnya dilakukan oleh negara.

Bentuk ketidakpastian hukum di sini terlihat dalam beberapa hal, yaitu,

pertama, adanya ketidaksesuaian dalam penentuan kriteria tenaga kerja dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana peserta

pendidikan dokter spesialis yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai tenaga

kerja, hanya memiliki status sebagai mahasiswa dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, kedua, kurangnya jaminan

perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh peserta pendidikan dokter

spesialis sebagai mahasiswa, dimana hanya diatur tiga macam hak. Selain itu

mengenai hak atas insentif dan hak atas waktu istirahat yang melekat pada peserta

pendidikan dokter spesialis juga memiliki kelemahan. Kelemahan ini disebabkan

karena dalam konsep upah, upah harus ada terlebih dulu sebelum insentif, namun

dalam hal ini, mahasiswa yang memiliki hak atas insentif namun tidak memiliki

hak atas upah, begitu juga terhadap waktu istirahat juga tidak spesifik diatur.
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Oleh sebab itu, hal ini bertentangan dengan salah satu cita-cita dasar Negara

Indonesia yang menjamin adanya pekerjaan dan penghidupan yang layak.Sebagai

partisipan dalam pembangunan ekonomi nasional di bidang kesehatan, dan karena

adanya aspek publik dalam pendidikan dokter spesialis di Indonesia, dimana di

dalamnya terdapat banyak hak-hak dari peserta pendidikan dokter spesialis yang

perlu dilindungi, negara harus berperan aktif dalam pemenuhan perlindungan

hukum terhadap mereka.

B. Saran

Saran-saran yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya revisi dalam status mahasiswa yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Peserta

pendidikan dokter spesialis perlu mendapatkan status sebagai tenaga kerja dan

mahasiswa.

2. Perlu adanya perlindungan hukum dalam bentuk pelaksanaan pendidikan

dokter spesialis, khususnya dalam hal pengaturan jam kerja dan upah yang

layak, layaknya pengaturan di Amerika dan Kanada, untuk menjamin adanya

kepastian hukum bagi peserta pendidikan dokter spesialis.

3. Perlunya suatu perjanjian kerja oleh peserta pendidikan dokter spesialis dan

institusi pendidikan dokter spesialis.

4. Perlunya pengaturan mendetail mengenai jam kerja dan jam istirahat peserta

pendidikan dokter spesialis seperti di Amerika Serikat dan Kanada. Hal ini

disebabkan karena kondisi pekerjaan peserta pendidikan dokter spesialis yang

berbeda dengan kondisi pekerjaan lainnya.
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